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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Yang berwenang menyelesaikan sengketa pembiayaan murabahah dengan 

jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan DH 

berdasarkan ketentuan yang berlaku, harus ditentukan berdasarkan karakter 

objek sengketanya. Meskipun akad murabahah pada prinsipnya termasuk 

dalam ranah ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, 

dalam perkara ini sengketa berkaitan dengan wanprestasi dan penarikan 

kendaraan sebagai objek jaminan fidusia. Karena jaminan fidusia 

merupakan hak kebendaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 1999 dan pelaksanaannya memerlukan penilaian yudisial, maka 

sengketa tersebut tidak termasuk kewenangan BPSK. Dengan demikian, 

kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa berada pada 

Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Padang Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg. 

2. Penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia 

antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan DH berdasarkan Putusan 

Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Pdg, sengketa 

pembiayaan murabahah dengan jaminan fidusia antara PT Adira Dinamika 

Multi Finance dengan DH bukan merupakan sengketa konsumen, 

melainkan sengketa perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian 

dan  jaminan  fidusia.  Oleh  karena  itu,  pengadilan  membatalkan  Putusan 
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BPSK Kota Padang karena dinilai telah melampaui kewenangan (ultra 

vires). Putusan tersebut menegaskan penyelesaian sengketa pembiayaan 

dengan jaminan fidusia berada dalam hukum perdata dan jaminan 

kebendaan, serta membatasi kewenangan BPSK hanya pada sengketa 

perlindungan konsumen yang tidak berkaitan dengan hak kebendaan. 

3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-

BPSK/2025/PN Pdg yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian 

Sengketa (BPSK) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor 

04/PTS/BPSK-PDG/SBR/ARBT/III/2025, didasarkan pada asas legalitas 

kewenangan, kompetensi absolut, dan asas lex specialis derogat legi 

generali. Hakim menilai bahwa sengketa yang berkaitan dengan jaminan 

fidusia sebagai hak kebendaan tunduk pada Undang-Undang Jaminan 

Fidusia dan berada dalam yurisdiksi peradilan, sehingga BPSK tidak 

berwenang memeriksa perkara tersebut. Pertimbangan ini juga 

memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 

yang menegaskan mekanisme eksekusi fidusia melalui pengadilan. Dengan 

demikian, putusan tersebut mencerminkan konsistensi sistem hukum dalam 

menjaga kepastian hukum dan pembagian kewenangan antar lembaga 

penyelesaian sengketa. 

 

B. Saran  

1. Saran bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislator dan Pemerintah). 

Pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi 

pengaturan mengenai penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah 
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dengan jaminan fidusia dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Perbankan Syariah, 

serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketidaksinkronan norma 

yang ada saat ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan lembaga peradilan. 

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan eksplisit mengenai batas 

kewenangan BPSK dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan hak 

kebendaan, khususnya jaminan fidusia, guna menjamin kepastian hukum 

dan mencegah dualisme yurisdiksi. 

2. Saran bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

BPSK sebagai lembaga quasi-yudisial perlu memperkuat pemahaman 

mengenai batas kewenangan normatifnya, khususnya terkait sengketa yang 

melibatkan perikatan pembiayaan dan jaminan kebendaan. Dalam 

menerima dan memeriksa perkara, BPSK harus menerapkan prinsip kehati-

hatian (prudential principle) dengan melakukan uji kompetensi absolut 

sebelum memutus perkara. BPSK juga perlu menyusun pedoman internal 

atau standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai klasifikasi 

sengketa konsumen dan sengketa perdata murni, sehingga tidak terjadi 

putusan yang melampaui kewenangan (ultra vires). 

3. Saran bagi Lembaga Pembiayaan Syariah dan Pelaku Usaha. 

Lembaga pembiayaan syariah, termasuk PT Adira Dinamika Multi Finance 

dan perusahaan pembiayaan lainnya, perlu meningkatkan kepatuhan 

terhadap ketentuan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

18/PUU-XVII/2019 dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pelaku 
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usaha harus memastikan bahwa penarikan objek fidusia dilakukan 

berdasarkan persetujuan debitur atau melalui mekanisme peradilan. Selain 

itu, klausul perjanjian pembiayaan perlu dirumuskan secara transparan, 

adil, dan tidak menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para 

pihak, sesuai dengan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan 

konsumen. 
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